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LAPORAN KEGIATAN 
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DWP KABUPATEN 

 
 

Program : Program Peningkatan Peran 
Perempuan di Pedesaaan/Nagari 

Nama Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan 
Dharmawanita Persatuan Kabupaten 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Eva Susanti, SIP 

Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) 

: Desri Laksmidarti, S.Pt 

Bendahara Pengeluaran : Syafrijef, S.TP 

Pagu Dana : Rp. 83.534.795,- 

Realisasi : Rp. 81.416.200,- 

Hasil : Meningkatnya Peran Kelembagaan 
Dharmawanita Persatuan 

Unit Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Tahun Anggaran : 2018 

 

I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
    

Sejarah Wanita Persatuan (DWP) berawal pada tanggal 5 Agustus 

1974 saat organisasi para istri Pegawai Negeri Republik Indonesia pada 

masa Pemerintahan Orde Baru itu dibentuk dengan nama 

Dharmawanita. Organisasi ini didirikan oleh Ketua Dewan Pembina 

KORPRI saat itu, Amir Machmud, atas prakarsa Ibu Tien Soeharto 

sebagai Ibu Negara. Pada waktu itu Dharmawanita beranggotakan para 

istri Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI yang dikaryakan dan Pegawai 

BUMN. 

Pada era reformasi tahun 1998 Organisasi Wanita ini melakukan 

perubahan mendasar, tidak ada lagi muatan politik dan pemerintahan, 

Dharmawanita menjadi Organisasi yang netral dari politik, independen 

dan demokratis. 

Nama Dhrmawanita kemudian berubah menjadi Dharmawanita 

Persatuan. Penambahan kata Persatuan disesuaikan dengan nama 

kabinet Persatuan Nasional, dibawah kepemimpinan Presiden 

Abdurahman Wahid. Perubahan Organisasi ini tidak terbatas pada 
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penambahan kata Persatuan, namun juga berubah menjadi Organisasi 

mandiri dan demokratis. 

Sebagai salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) Perempuan 

terbesar di Indonesia sudah selayaknya DWP memiliki Standing 

Position dan mengambil peran strategis dalam konstelasi pembangunan 

nasional sebagaimana ormas lainnya. DWP memiliki peluang untuk 

berkiprah lebih luas dengan mengoptimalkan peran sertanya 

sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 
 

Dalam Renstra Dharmawanita Persatuan Tahun 2015-2019 

dimaksudkan untuk mempertegas dan memperjelas tujuan, sasaran, 

strategi dan arah kebijakan Dharmawanita Persatuan dalam kurun 

waktu lima tahun dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi 

Presiden RI sebagaimana yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-

2019 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan minat, 

kemampuan belajar, ketahanan fisik serta prestasi, sehingga 

menghasilkan insan yang madani.  

  Tujuan dari kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan 

Dharmawanita Persatuan Kabupaten adalah : 

1. Terwujudnya SDM DWP yang memadai secara kuantitas dan 

kualitas. 

2. Termanfaatkannya Program Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya 

DWP untuk kesejahteraan anggota, keluarga dan masyarakat secara 

demokratis. 

3. Terwujudnya kerjasama multi pihak dalam penyelenggaraan 

program kerja DWP. 

4. Terwujudnya koordinasi dan manajemen DWP. 

 

1.3. Sasaran 

Sasaran kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan 

Kabupaten adalah: 

1. Tercukupinya jumlah SDM pada DWP pelaksana diseluruh Tingkat 

Kepengurusan. 
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2. Meningkatkan SDM yang berwawasan global pada DWP diseluruh 

tingkat kepengurusan  

3. Meningkatkan jumlah anggota, keluarga dan masyarakat yang 

mendapat manfaat dari program pendidikan, ekonomi dan sosial 

budaya. 

4. Terbentuknya kerjasama multi pihak DWP. 

   

1.4. Landasan Hukum 
 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan    kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679). 

2. Peraturan  Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

3. Peraturan  Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Anggaran   Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018. 

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018. 

5. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 

Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa 

Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 

6. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 

Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati 

Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 

tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna 

Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
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Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 

7. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 

460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri 

Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018 

8. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 

460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran 

Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Nomor 460/04/Kpts-

DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018 

 
1.5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun 

Anggaran 2018    (2 Januari s/d 31 Desember 2018). 

 

II.  SUMBER PENDANAAN 
   

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan nama kegiatan 

Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten        

Nomor rekening: 1.02.02.1.01.06.20.06  dengan pagu dana sebesar           

Rp. 83.534.795,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat 

ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sedangkan realisasinya 

sebesar Rp. 81.416.200,- (Delapan puluh satu juta empat ratus enam 

belas ribu dua ratus rupiah) atau 97,46  %. 

 

III. HASIL KEGIATAN 
 

Hasil kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan 

Kabupaten Tahun Anggaran 2018 adalah : 

1. Terlaksananya seminar DWP pada tanggal 9 April 2018 yang bertempat 

di Triza Hotel - Painan. Seminar ini diikuti oleh Anggota Dharmawanita 
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Kabupaten dan Anggota Dharmawanita Kecamatan dengan tema: 

“Etika Kepribadian dan Pelatihan Teknik MC serta Pembawa 

Acara bagi Anggota DWP Kabupaten Pesisir Selatan.” Dengan 

adanya seminar ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan Anggota 

DWP sebagai Istri ASN yang mendampingi suami dalam menjalankan 

tugas negara. 

 

2. Adanya Pembekalan bagi Anggota DWP Kabupaten dalam acara 

Seminar Nasional Tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 3 s.d 5 Oktober 

2018, dengan tema: “Perempuan Berkualitas Pelaku politik 

Pembangunan yang Cerdas”. Dengan mengikuti seminar Nasional ini, 

DWP dapat memahami perannya sebagai perempuan sekaligus istri 

pendamping Suami ASN yang ikut berperan aktif dalam pembangunan 

Nasional dan Politik. 

 

3. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dharmawanita 

Persatuan ke 19 Tahun 2018 yang diperingati pada Hari senin, tanggal 

10 Desember 2018 yang bertempat di Gor Zaini Zein Painan dengan 

tema: “Optimalisasi Potensi DWP untuk Suksesnya Pembangunan 

Nasional” dimana ini merupakan salah satu unsur yang dapat 

mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dengan mengambil peran 

strategis dalam konstelasi Pembangunan Daerah sekaligus untuk 

peningkatan kualitas anggota DWP, sehingga mampu bersaing secara 

terbuka dan mampu berkiprah secara aktif dalam memberikan 

Kontribusi pemikiran, gagasan serta pandangan terhadap 

pembangunan daerah kedepannya. Untuk itu di Kabupaten Pesisir 

Selatan dilakukan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya: 
 

 Sosialisasi tentang pengembangan program Gerakan Masyarakat 

(Germas) Hidup sehat, cegah dan Tanggulangi Stunting 

 Melaksanakan Senam bersama untuk menciptakan gerakan 

masyarakat hidup sehat (Germas) yang bekerjasama dengan 

Dinas Kesehatan 

 

 Lomba merangkai Buah dan Sayur dengan peserta 2 orang DWP 

Murni dari masing-masing OPD serta Lomba MC dengan peserta 

1 orang DWP Murni dari masing - masing OPD yang 

dilaksanakan pada tanggal 3-4 Desember 2018. 
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Pemenang Lomba Merangkai Buah dan Sayur sebagai berikut: 

Juara I : Ny. Nurmita Yenti (sekretariat Daerah) 

Juara II : Ny. Yanti Andra (Dinas Kesehatan) 

Juara III : Ny. Upik Arwan (Satpol PP dan Damkar) 

Harapan I : Ny. Neng Afriadi (Badan Pendapatan Daerah) 

Harapan II : Ny. Afrijon (Inspektorat) 

Harapan III : Ny. Suardi (Dinas Pendidikan) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemenang Lomba MC sebagai berikut: 

Juara I : Wikke Agustina Ria (Badan Pendapatan) 

Juara II : Adeffa Wahyudin (Kemenag) 

Juara III : Muhaimin Zuna (Dinas Dukcapil) 

Harapan I : Andriyani (Dinas Perhubungan) 

Harapan II : Vera Nildasari (Sekretariat Daerah) 

Harapan III : Lina Satria (Dinas Kesehatan) 
 

IV. PENUTUP 
 

Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya, terima kasih. 

 

      
 Kuasa Pengguna Anggaran/ 

Kepala Bidang Pemberdayaan 
Perempuan 

dan Perlindungan Anak 
 
 

EVA SUSANTI, SIP 
NIP. 19721116 200501 2 002 

Painan, 31 Desember 2018 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

 
 
 
 

DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt 
NIP. 19731224 200801 2 006 

 


